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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

terselesaikannya buku yang berjudul "Pengantar Hukum Indonesia: 

Teori, Praktik, dan Transformasi" Buku ini hadir sebagai upaya 

untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem 

hukum di Indonesia. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan 

bernegara, hukum memegang peran sentral sebagai pondasi yang 

menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia 

tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi seluruh 

elemen masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan 

bangsa. 

Buku ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik hukum, 

serta mengulas transformasi yang terjadi dalam sistem hukum 

Indonesia seiring perkembangan zaman. Melalui pendekatan yang 

sistematis, pembaca diajak untuk memahami dasar-dasar hukum, 

prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana hukum tersebut 

diterapkan dalam konteks nyata. Selain itu, buku ini juga menyoroti 

berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem hukum 

Indonesia, termasuk upaya-upaya reformasi yang terus dilakukan 

untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan responsif. 

Penulisan buku ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan 

terima kasih disampaikan kepada para akademisi, praktisi hukum, 

dan semua pihak yang telah memberikan masukan berharga sehingga 

buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga buku ini dapat 

menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi 

hukum, dan masyarakat umum yang ingin mendalami hukum 

Indonesia. 
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Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang 

sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca 

sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi selanjutnya. 

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan ilmu hukum di Indonesia. 

 

Selamat membaca, semoga bermanfaat. 
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perdagangan Asia. Para pedagang segera mulai meninggalkan 

Malaka dan menjalankan bisnis mereka di beberapa pelabuhan lain 

setelah penaklukan Malaka. Karena pergeseran jalur perdagangan 

setelah Malaka direbut oleh para Portugis, Johor (Malaysia), Aceh 

(Sumatra) dan Banten (Jawa) menjadi negara yang mulai 

mendominasi perdagangan rempah. Belanda juga ingin 

membangun jaringan perdagangan rempah-rempah Asia Tenggara 

yang kuat. Pada tahun 1596, ekspedisi pertama mereka mencapai 

Banten, tetapi konflik antara orang Belanda dan penduduk lokal 

muncul. Namun, setelah kembali ke Belanda, ekspedisi ini terus 

menunjukkan keuntungan yang besar, menunjukkan bahwa 

ekspedisi ke Asia Tenggara sebenarnya menghasilkan banyak 

uang. Namun, karena banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh 

beberapa perusahaan Belanda ke Nusantara, keuntungan mereka 

menurun. Sementara pasokan rempah-rempah meningkat di 

Eropa, persaingan harga rempah-rempah menurunkan harga di 

Eropa.  

 

4. Menuju Pemerintahan Kolonial di Indonesia 

Negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di awal abad ke-17, 

Sultan Iskandar Muda membangun kerajaan besar di Aceh 

(Sumatra), yang bertanggung jawab atas stok lada dan timah. Ia 

tidak pernah berhasil membangun hegemoni di sekitar Selat 

Malaka karena ada persaingan kuat antara Johor dan para Portugis. 

Selama masa pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami 

banyak konflik internal, yang menghentikannya menjadi kekuatan 

yang signifikan di luar ujung utara Sumatera. Pada paruh kedua 

abad ke-16, dua kekuatan Islam baru yang kuat muncul di Jawa 

Tengah. Pajang dan Mataram berhasil menghentikan dominasi 

politik Pajang di utara Jawa setelah perjuangan panjang. Mataram 

menjadi dinasti yang paling kuat dan paling lama dari dinasti Jawa 

modern, dengan kejayaan politik selama pemerintahan Sultan 

Agung. Di bawah pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613-

1646, dia berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Jawa, 

kecuali kota Batavia, yang dikuasai VOC, dan kerajaan Banten di 

Jawa Barat. Sultan Agung melihat penguasaan Belanda terhadap 
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Batavia sebagai sesuatu yang buruk karena dia ingin menguasai 

seluruh daratan pulau. Ia mengirim pasukannya dua kali untuk 

menaklukkan kota Belanda ini, tetapi mereka gagal.VOC dengan 

cepat mengambil alih Nusantara dan menguasai produksi cengkeh 

dan pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan cara 

ekstrim seperti pembantaian massal. VOC terus memperluas 

jaringan pos perdagangannya di seluruh kepulauan. Surabaya 

(Jawa Timur), Malaka (Malaysia Barat), dan Banten (Jawa Barat) 

adalah kota dan pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan 

Belanda ini. 

Meskipun statuta VOC awalnya tidak memperbolehkannya 

mengganggu politik internal negara-negara pribumi, namun VOC 

mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di Jawa 

Tengah. Setelah kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat 

merosot dan sengketa suksesi muncul sekitar akhir abad ke-17 dan 

awal abad ke-18. VOC memainkan taktik memecah-belah dan 

menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan pembagian 

kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan penguasanya 

menjadi tunduk kepada VOC. Meskipun posisi VOC masih lemah di 

luar Pulau Jawa, perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap 

sebagai tahap awal penjajahan Belanda di Nusantara. 

 

Masa Kolonial (abad ke-16-1945) 

Masa kolonial di Indonesia adalah periode yang dimulai pada abad ke-

16 ketika bangsa-bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara untuk 

memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka. Periode ini 

berlangsung hingga tahun 1945, ketika Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaannya setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan 

asing.(Aulia et al., 2023) 

1. Kedatangan Portugis dan Spanyol 

Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia 

pada awal abad ke-16. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque, 

seorang jenderal Portugis, berhasil menaklukkan Malaka 

(sekarang bagian dari Malaysia). Ini membuka jalan bagi Portugis 

untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat 
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merupakan bentuk legislasi yang dihasilkan dari proses perundang-

undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah (PP), 

Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan 

peraturan lainnya. Undang-Undang merupakan peraturan perundang-

undangan yang mengikat secara umum, dan tidak boleh bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945) (Anggraeni, 2019). 

Undang-Undang di Indonesia dibentuk melalui prosedur legislatif 

yang melibatkan beberapa pihak, yaitu DPR dan Presiden. Proses ini 

terdiri dari beberapa tahapan Usulan Rancangan Undang-Undang 

(RUU): RUU dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. Apabila Presiden 

yang mengajukan, maka DPR harus membahasnya lebih lanjut. 

Pembahasan di DPR: RUU yang diajukan akan dibahas oleh DPR 

bersama dengan Komisi-komisi terkait yang ada dalam DPR. Dalam 

tahap ini, RUU akan dibahas secara mendalam, dilakukan perubahan 

atau penambahan pasal-pasal yang diperlukan. Persetujuan DPR dan 

Presiden: Setelah pembahasan selesai dan ada kesepakatan antara 

DPR dan Presiden, maka RUU disetujui untuk disahkan menjadi 

Undang-Undang. Pengesahan dan Penandatanganan oleh Presiden: 

Setelah mendapat persetujuan DPR, RUU yang telah disetujui akan 

diajukan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Presiden kemudian menandatangani RUU tersebut dan 

menetapkannya. Pengundangan: Setelah disahkan oleh Presiden, 

Undang-Undang akan diundangkan dalam Lembaran Negara dan 

Tambahan Lembaran Negara, yang menandakan Undang-Undang 

tersebut mulai berlaku. 

Undang-Undang adalah sumber hukum yang sangat penting 

dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai peraturan tertinggi kedua 

setelah UUD 1945, Undang-Undang mengatur berbagai aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan hak dan kewajiban 

kepada warga negara, serta menjamin tercapainya tujuan nasional. 

Proses pembentukan Undang-Undang yang melibatkan DPR dan 

Presiden memastikan bahwa Undang-Undang yang disahkan memiliki 

legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
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instansi pemerintah memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan 

Lembaga berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah, serta Peraturan Presiden. Dengan demikian, Peraturan 

Lembaga harus tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi, dan tidak 

boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan 

Pemerintah. Jika ada Peraturan Lembaga yang bertentangan dengan 

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, maka Peraturan 

Lembaga tersebut bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. 

Peraturan Lembaga Non-Kementerian dan Instansi adalah bagian 

penting dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. 

Peraturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman teknis dan 

operasional terkait tugas dan kewenangan lembaga atau instansi 

pemerintah non-kementerian. Meskipun kedudukannya lebih rendah 

daripada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, peraturan yang 

dikeluarkan oleh lembaga ini tetap memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat dalam lingkup yang diatur dan dilaksanakan oleh lembaga 

atau instansi tersebut. 
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penerapan hukum, termasuk asal-usul keberadaan hukum itu sendiri 

dan berbagai aspek terkait lainnya. Sedangkan menurut Sudikno 

Mertokusumo (2002:76) sumber hukum seringkali dimaknai sebagai 

sebagai asas hukum, menunjukkan hukum terdahulu, sebagai sumber 

berlakunya hukum yang memberi kekuatan berlaku secara formal, 

sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum, dan sebagai 

sumber terjadinya hukum. 

Menurut Patrick J. Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto 

Rahardjo (2006:81) bahwa sumber hukum dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) kategori utama, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum 

dan sumber-sumber yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum 

adalah sumber-sumber yang diakui oleh sistem hukum dan memiliki 

kemampuan untuk melahirkan atau menciptakan norma-norma 

hukum. Di sisi lain, sumber hukum yang bersifat sosial merujuk pada 

sumber-sumber yang tidak memperoleh pengakuan formal dalam 

kerangka hukum. 

Kerangka hukum negara dalam sistem hukum di Indonesia 

bersumber pada Pancasila yang merupakan sumber hukum. Hal 

tersebut sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, serta dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 2 yang 

menyebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum 

negara”. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 disebutkan bahwa sebagai negara hukum, segala aspek 

kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan 

kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum 

yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional 

merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua 

elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam 

rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Menelaah kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia 

yang menjadi sumber segala sumber hukum negara, mengharuskan 
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setiap peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan cita-

cita yang terkandung dalam prinsip dan tata nilai Pancasila. Sri 

Soemantri (2014:331) menggarisbawahi bahwa Pancasila merupakan 

sumber hukum positif karena termaktub di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai bagian dari 

Undang-Undang Dasar 1945 di dalam batang tubuh tersebut berlaku 

sebagai sumber hukum negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan 

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum 

dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 ayat 

(3) bahwa “Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila 

sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat 

Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”. 

Konsepsi Pancasila sebagai sumber hukum positif yang 

dikemukakan oleh Sri Soemantri tersebut menegaskan pemikiran dari 

P.J. Fitzgerald bahwa Pancasila dapat termasuk ke dalam sumber yang 

bersifat hukum sebagai sumber yang diakui oleh hukum sehingga 

dapat menjadi landasan dasar melahirkan hukum atau menciptakan 

hukum. Hal ini diperjelas dalam penjelasan dari Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penempatan Pancasila sebagai 

sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 alinea keempat. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan 

ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap 

materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
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Beberapa prinsip hukum utama di Indonesia antara lain: 

1. Prinsip Supremasi Hukum 

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi 

hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum 

sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum 

(supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara 

yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang 

mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif 

mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin 

dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan 

pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam 

perilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 

‘supreme’ (Asshiddiqie, n.d.). 

 

2. Prinsip Keadilan 

Keadilan adalah tujuan utama hukum. Hukum harus memberikan 

perlakuan adil bagi semua pihak. Prinsip ini menekankan bahwa 

hukum harus memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. 

Keadilan dalam hukum dapat diwujudkan melalui perlakuan yang 

sama di hadapan hukum serta adanya mekanisme hukum yang 

melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Konsep keadilan di 

Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila, yang 

menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta 

perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. 

Indonesia merupakan negara hukum yang menekankan supremasi 

hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip ini 

diabadikan dalam Konstitusi 1945, yang mengamanatkan bahwa 

semua tindakan sosial dan pemerintah harus mematuhi undang-

undang yang ada (Asshiddiqie, n.d.). Sistem hukum bertujuan 

untuk memastikan keadilan dan kesetaraan, meskipun tantangan 

seperti korupsi dan konflik politik dapat menghambat tujuan ini 

(Asshiddiqie, n.d.). 

 

3. Prinsip Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum 

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, hukum  harus dibuat 

sebagai kontrol sosial yang dimaknai oleh masyarakat sebagai 
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kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan 

masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim 

tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada 

kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan 

tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus 

bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan 

menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan 

yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya 

bertindak sebagai ‘mulut’ undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan, melainkan juga ‘mulut’ keadilan yang 

menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat (Asshiddiqie, n.d.). 

Prinsip ini menjamin bahwa lembaga peradilan harus bebas 

dari campur tangan pihak lain, baik eksekutif, legislatif, maupun 

pihak berkepentingan lainnya. Lembaga penegak hukum bertugas 

menerapkan prinsip-prinsip hukum. Hal ini penting untuk menjaga 

objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan. Sistem peradilan 

yang independen memastikan bahwa hakim dapat memutuskan 

perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku tanpa tekanan 

atau intervensi dari pihak eksternal. 

 

Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum 

Indonesia 

Prinsip-prinsip hukum di atas diterapkan dalam berbagai bidang 

hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, 

hukum administrasi dan pada keilmuan hukum lainnya. Setiap bidang 

hukum memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan prinsip-

prinsip tersebut. Misalnya, dalam hukum pidana, prinsip legalitas 

menjadi acuan utama dalam menentukan suatu tindakan sebagai 

tindak pidana, sementara dalam hukum tata negara, prinsip 

persamaan di hadapan hukum memastikan bahwa semua warga 

negara memiliki akses yang sama terhadap layanan publik. Prinsip-

prinsip hukum menjadi pondasi yang memastikan hukum berfungsi 

secara adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.   

Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum 

dalam sistem hukumnya dengan menempatkan supremasi hukum 
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keadilan, kepastian dan kemanfaatan, legalitas, persamaan dihadapan 

hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta peradilan yang 

independen sebagai landasan utama. Meskipun masih terdapat 

tantangan dan ruang untuk perbaikan, implementasi prinsip-prinsip 

hukum ini merupakan pijakan penting bagi pembangunan dan 

keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. Indonesia juga telah 

melaksanakan konsep pemerintahan Indonesia yang melindungi 

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan 

menjunjung tinggi prinsip yurisdiksi. Untuk memberikan keadilan 

kepada seluruh warga negara, Indonesia mengedepankan supremasi 

hukum dan keadilan hukum. Dalam rangka memperkuat landasan 

negara hukum di Indonesia dan mewujudkan penegakan hukum yang 

adil dan tidak memihak, maka berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum, harus melakukan 

upaya khusus yaitu dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip hukum 

dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia (Giawa et al., 2024). 

Sistem Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat 

hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan 

berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra 

struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan 

teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran 

hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan 

ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan 

konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk 

menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang 

berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula 

sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ 

dan sekaligus ‘the ultimate interpreter of the constitution’ (Asshiddiqie, 

n.d.). 

 

 

*************** 
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Konsep Negara Hukum Perspektif Hukum Tata Negara 

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara 

tegas dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 

Tahun 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 

tersebut merupakan buah pemikiran dari para pendiri bangsa 

(founding fathers) melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang 

ketiga setelah adanya perdebatan panjang. 

Merujuk kepada konsepsi negara hukum, terdapat dua konsep 

negara hukum yang berkembang, yaitu negara hukum dengan tradisi 

Eropa Kontinental atau Rechtsstaat dan negara hukum dengan tradisi 

Anglo Saxon atau Rule of Law. (Ansori, 2018) Istilah rechtsstaat 

banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu 

pada sistem civil law, sedangkan negara-negara Anglo Saxon 

merupakan negara yang menganut sistem hukum common law. 

Kemudian sistem hukum civil law ini memiliki karakteristik 

administratif yaitu menitikberatkan pada administrasi, sedangkan 

common law adalah judicial yaitu sistem hukum yang menitikberatkan 

pada aktivitas yudisial (Hadjon, 1987). 

Secara terminologis, istilah negara hukum dalam UUD 1945 itu 

tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam 

tradisi hukum Barat, baik rechtsstaat maupun rule of law. Artinya 

istilah tersebut merupakan konsep yang relatif “netral” yang 

membuka ruang berbagai penafsiran sesuai dengan paradigma dan 

realitas negara Indonesia (Tutik, 2006). 

Istilah rechtsstaat mulai popular di Eropa semenjak abad 19, 

kendati sebenarnya pemikiran tentang itu sudah lama adanya. 

Sedangkan istilah the rule of law mulai popular seiring terbitnya karya 

Albert Venn Dicey di tahun 1885 yang berjudul “Introduction to the 

study of the constitution”. (Hadjon, Ide Negara Hukum Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam Anwar C., Teori dan 

Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca 

Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara, 

2011) 

Friedrich Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur negara hukum 

dengan istilah rechtsstaat sebagai berikut: 
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d. Merupakan perlindungan warga negara; 

e. Merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan 

dalam negara. UUD 1945 merupakan Basic Law/ fundamental law 

negara Republik Indonesia. 

 

Bahwa konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal tersebut 

merupakan pengejawantahan dari suatu negara hukum dengan ciri-

ciri equality before the law, non diskriminatif dan keadilan hukum 

(legal justice) dan keadilan moralitas (social and moral justice). 

Pengaturan tentang adanya jaminan hak asasi dalam konstitusi 

menjadikan negara mempunyai kewajiban hukum konstitusional 

untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut.  

Pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang atau 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang (judicial review) 

terhadap UUD yang menjadi kewenangan dari MK dapat dilihat 

sebagai upaya melindungi hak asasi dan hak konstitusional warga 

negara sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 

agar tidak dilanggar oleh ketentuan undang-undang. 

Jika suatu undang-undang telah melanggar hak konstitusional 

warga negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara 

atau pemerintah yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga 

akan melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, 

kewenangan untuk melakukan judicial review sekaligus mencegah 

agar tidak ada tindakan penyelenggara negara yang melanggar hak 

konstitusional warga negara. 

Agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi, maka 

ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi 

muatannya harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-

undangan di bawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan, baik 

yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksana yang dibuat 

oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. 

Sehingga, menjadi penting kehadiran sebuah lembaga peradilan untuk 

mengawal konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu 

Mahkamah Konstitusi (MK). 
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Keberadaan MK untuk melindungi hak-hak konstitusional dari 

berlakunya undang-undang yang bertentangan dengan UUD. 

Pembentukan MK atas dasar pemikiran bahwa UUD NRI Tahun 1945 

yang merupakan dasar negara harus dijaga dan dikawal secara 

konsisten. Oleh karena itu, dengan tegas dapat dikatakan bahwa MK 

merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyandang peran sebagai 

Pengawal (the guardian), Pelindung (the protector), dan Penafsir (the 

Interpreter) konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara 

yang menganut paham demokrasi konstitusional (constitutional 

democracy) (Asshiddiqie, 2005). 

Menurut Jimly Asshiddiqie, posisi pengujian undang-undang 

terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi penting dan strategis, karena 

dua hal, yaitu: 

1. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam 

hubungannya dengan perimbangan peran antara cabang 

kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

2. Untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan 

kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak 

fundamental warga negara yang dijamin konstitusi. 

3. Selanjutnya, apabila terdapat warga negara yang merasa hak-

haknya dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang, maka 

berarti tindakan penyelenggara negara (pemerintahan) telah 

melanggar hak konstitusional warga negara. Sehingga kehadiran 

MK yang diberikan kewenangan untuk melakukan judicial review 

merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan hak 

konstitusional warga negara sebagaimana yang telah dijamin 

oleh UUD NRI Tahun 1945.  

 

 

 

 

**************** 

 

 

 

 



Hukum Tata Negara 
 

 

87 Moh. Bagus 

Daftar Pustaka 

Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah. Jurnal Hukum Positum, 83. 

Ansori, L. (2018). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Malang: 

Setara Press. 

Asshiddiqie, J. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. 

Jakarta: MK-RI dan Pusat Studi HTN FH UI. 

Asshiddiqie, J. (2005). Model-Model Pengujian Konstitutional di 

Berbagai Negara. Jakarta: Konstitusi Press. 

Bagus, M. (2020). Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai 

Pemohon dalam Perkara Pengujian UU Terhadap UUD di 

Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Pascasarjana-UIN Sunan Ampel 

Surabaya. 

C, A. (t.thn.). Teori dan Hukum Konstitusi.  

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. 

Khazanah Hukum, 94. 

Godfrey, E. W. (1965). Constitutional Law: An Outline of The Law and 

Practice of The Citizen and the Including Central and Local 

Government, the Citizen and the State and Administrative Law. 

London: Longmans. 

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. 

Surabaya: Bina Ilmu. 

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. 

Surabaya: Bina Ilmu. 

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. 

Surabaya: Bina Ilmu. 

Hadjon, P. M. (2011). Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Republik Indonesia, dalam Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi; 

Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), 

Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara. Malang: 

Intrans Publishing. 



Hukum Tata Negara 

 

88 Moh. Bagus 

Jennings, S. I. (2018). The Law and the Constitution, Fifth Editiomn, 

(United Kingdom: Trinity Hall Cambridge, 1959), 49. Dalam I.D.G 

Palguna, Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, 

dan Perbandingan dengan Negara Lain. Jakarta: Konpress. 

Julianthy, A. M. (t.thn.). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi 

Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  

M, A. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik 

dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. NOTARIUS, 

274-286. 

Magnar, B. M. (1993). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara 

Indonesia. Bandung: Alumni. 

Maksum, B. H. (2005). Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan 

Pemerintah Pusat Dan Daerah.  

Rakyat, M. P. (t.thn.). Buku I: Naskah Akademik Kajian Komprehensif 

Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945. 

Jakarta: 2004. 

Soemantri, S. (1992). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. 

Bandung: Alumn. 

Subakti, R. (2001). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia. 

Subiyanto, A. E. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui 

Pengaduan Konstitusional. Jurnal Konstitusi, 708. 

Tutik, T. T. (2006). Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia 

berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Prestasi Pustakarya. 

Wahyono, P. (1989). Pembangunan Hukum di Indonesia. Jakarta: Hill 

Co. 

Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 188. 



Hukum Tata Negara 
 

 

89 Moh. Bagus 

PROFIL PENULIS 

Moh. Bagus, M.H. 

Lahir di Sidoarjo, 05 November 1995. 

Pendidikan penulis dimulai dari Taman 

Kanak-Kanak (TKK) Khadijah 88 Bangorejo 

lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangorejo 

lulus tahun 2008 dan Madrasah Tsanawiyah 

Negeri (MTsN) Sambirejo lulus tahun 2011, 

jenjang sekolah menengah atas ditempuhnya 

di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negara-

Bali lulus tahun 2014, sedangkan jenjang S1 ditempuh di UIN Sunan 

Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana Islam 

(Jinayah dan Program Magister ditempuh oleh penulis di Universitas 

Narotama Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masing-

masing konsentrasi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara. 

Beberapa pengalaman bekerja penulis diantaranya ialah, menjadi 

Staf Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum 

Pemerintah Kota Surabaya dan pernah mengajar di Fakultas Hukum 

Universitas Kartini Surabaya. Saat ini penulis menjadi Dosen di 

Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dengan 

mangampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 

Legislative Drafting, dan Legal Opinion. Selain mengajar, penulis juga 

aktif dalam menulis karya-karya ilmiah tentang isu-isu konstitusional 

dan ketatanegaraan. Karya beliau dapat diakses pada Link Google 

Scholar a.n Moh. Bagus 

 

Email Penulis: moh.bagus@uinsa.ac.id 

 

https://scholar.google.com/citations?user=lBuWyN8AAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=lBuWyN8AAAAJ&hl=en


Zat Ergogenik Gizi 

 

90 Holif Fitriyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 6  
HUKUM ADMINISTRASI 

NEGARA 
 

 

 

 

Chairul Bariah, S.H., M.H.  

Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hukum Administrasi Negara 

 

97 Chairul Bariah 

kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan umum. HAN Otonom 

bersumber dari: keputusan pemerintah yang memiliki kekuatan 

hukum setara dengan undang-undang, yurisprudensi, dan teori 

hukum. 

 

Fungsi Hukum Administrasi Negara 

1. Menjamin Kepastian Hukum 

Kepastian hukum bergantung pada jenis hukum: undang-undang 

(juga disebut undang-undang) dan adat dan kebiasaan. Undang-

undang memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan adat dan kebiasaan karena orang cenderung 

merasa lebih aman dan yakin dengan hukum yang tertulis. Van 

Apeldoorn mengidentifikasi dua komponen kepastian hukum 

dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum: 

a. Bisa Ditentukan (bepaald-baarheid): aturan yang jelas yang 

berlaku dalam situasi tertentu. Sebelum memulai suatu perkara, 

pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui aturan hukum 

yang berlaku. 

b. Keamanan hukum: Perlindungan bagi pihak-pihak dari tindakan 

sewenang-wenang oleh hakim. Kepastian hukum memastikan 

bahwa aturan yang tertulis dapat diterapkan pada hal-hal 

tertentu, seperti jual beli atau pajak, untuk mencegah adanya 

tindakan yang tidak adil. 

 

2. Menjamin Keadilan Hukum 

Keadilan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan tertulis 

disebut keadilan hukum. Sebagai contoh, Pasal 18 Undang-Undang 

Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bagaimana 

pemerintah dapat mencabut hak atas tanah untuk kepentingan 

umum. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus berlaku 

adil terhadap pemilik tanah dengan memberikan kompensasi yang 

wajar. 

 

3. Hukum Administrasi Negara Berfungsi Ganda 

Hukum administrasi negara berfungsi sebagai pedoman dan 

pengukur. Hukum memberikan standar untuk perilaku yang harus 
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diikuti. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960 mengenai Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, misalnya, memberikan pedoman untuk 

prosedur pendaftaran tanah di kantor pertanahan bagi pemegang 

hak atas tanah dan aparat Badan Pertanahan. Sebagai ukuran, 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur 

persyaratan untuk pendaftaran tanah yang sah, termasuk mencatat 

nama pemegang hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan 

setempat. 

 Bentuk-Bentuk Hukum Administrasi Negara (HAN) Otonom: 

a. Hukum administrasi dalam arti luas: Mengatur pelaksanaan 

undang-undang, tata penegakan, dan penggunaan kekuasaan 

serta wewenang kenegaraan. 

b. Hukum administrasi dalam arti sempit: Mengatur tata 

pengurusan, organisasi, dan manajemen rumah tangga negara. 

c. Hukum administrasi birokrasi: Meliputi pengaturan birokrasi 

negara, komunikasi, registrasi, statistik, pekerjaan kantor 

pemerintahan, dan dokumen administrasi seperti surat-surat 

keterangan. 

d. Hukum tata pembangunan: Kaidah hukum yang mengatur 

intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat, 

khususnya untuk mengarahkan dan memengaruhi 

pembangunan dan pertumbuhan masyarakat. 

Secara historis, Hukum Administrasi Negara awalnya 

dianggap bagian dari Hukum Tata Negara. Namun, seiring 

perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan kaidah hukum 

baru, Hukum Administrasi Negara berkembang menjadi bidang 

studi tersendiri yang mencakup cakupan lebih luas dibandingkan 

Hukum Tata Negara. 

 

Ciri-ciri Hukum Administrasi Negara 
Utrecht menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan 

sekumpulan peraturan yang memungkinkan negara untuk 

menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, hukum ini memberikan 

kewenangan kepada administrasi negara untuk mengatur 

masyarakat. Selanjutnya, V. Vollenhoven berpendapat bahwa hukum 

administrasi negara memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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a. Kepastian mengenai peraturan hukum yang mengatur masalah 

pemerintahan tertentu. 

b. Kepastian mengenai posisi hukum subjek dan objek hukum 

dalam pelaksanaan peraturan administrasi negara. 

c. Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang 

(eigenrichting) dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah.  

Dalam pelaksanaan peraturan hukum administrasi negara, 

ketiga elemen ini saling terkait. Sebagai contoh, Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

jelas mengatur pendaftaran tanah dan posisi hukum pihak-pihak 

yang terlibat, seperti badan pertanahan dan pemegang hak atas 

tanah. Objeknya adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh 

pemegang hak atas tanah. 

7. Asas keadilan sosial adalah keadilan yang diterapkan dalam 

masyarakat, yaitu keadilan yang berlandaskan pada rasa keadilan 

bersama, bukan berdasarkan perasaan individu. Menurut teori 

Aristoteles, keadilan dibedakan dalam dua bentuk berikut: a. 

Keadilan distributif: Keadilan yang memberikan hak atau bagian 

kepada setiap orang berdasarkan kontribusinya. Keadilan ini tidak 

berbicara soal persamaan, melainkan kesetaraan yang didasarkan 

pada kontribusi yang diberikan. Keadilan komunikatif: Keadilan 

yang memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan jasa yang 

telah diberikan. Keadilan ini berlaku dalam hukum publik. Contoh 

keadilan distributif dalam hukum privat dapat ditemukan dalam 

hukum tukar-menukar barang, yang dianggap adil jika barang yang 

dipertukarkan memiliki nilai yang sebanding. Di sisi lain, contoh 

keadilan komunikatif dalam hukum publik dapat ditemukan dalam 

Pasal 6 ayat (1) UUD 19 tentang keadilan yang diberikan kepada 

orang-orang. 

8. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian, prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat 

digunakan sebagai dasar untuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Perubahan Hukum Administrasi Negara. Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 berfungsi sebagai pedoman bagi 

lembaga pemerintah saat membuat keputusan terkait 

kepegawaian. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan 
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kesesuaian dengan tujuan hukum administrasi negara, undang-

undang ini membantu membuat keputusan yang baik dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

9. Dalam hukum administrasi negara, asas batal karena kecerobohan 

mengacu pada pembatalan keputusan pemerintah yang dibuat 

secara ceroboh, baik dengan sengaja maupun tidak, yang 

menyebabkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan 

dasar. Sebagai contoh, jika Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

tidak sesuai dengan permohonan, seperti jika nama atau lokasi 

pemohon salah atau tidak sesuai, keputusan dapat dibatalkan 

karena kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 

10. Asas kebebasan atau freies ermessen: Karena pemerintah terlibat 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, ruang lingkup 

administrasi negara dalam negara hukum modern semakin 

berkembang. Tugas administrasi negara meningkat sebagai akibat 

dari kebutuhan untuk memenuhi berbagai hukum administrasi 

masyarakat. 

 

 

 

************** 
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Hukum Perdata Dalam Teori 

Sebelum mempelajari hukum perdata, perlu kiranya kita mengetahui 

terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, 

serta sejarah penerapannya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena 

hingga saat ini masih terdapat pluralisme dalam bidang hukum 

perdata yang menjadi dasar pengaturannya. Pluralisme ini terjadi 

karena pengaturan hukum perdata tidak hanya bersumber dari KUH 

Perdata, akan tetapi bersumber juga dari Hukum Islam dan Hukum 

Adat.  

1. Pengertian Hukum Perdata 

Pengertian hukum perdata dalam arti luas menurut Prof. Subekti 

ialah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan 

perseorangan. Sementara itu, pengertian hukum perdata menurut 

pandangan Prof. Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan ialah hukum yang 

mengatur kepentingan antarwarga negara secara perseorangan 

antara yang satu dengan yang lainnya (Masjhoen, 1976).  

Meskipun hukum perdata mengatur kepentingan privat, akan 

tetapi bukan berarti semua aspek hukum perdata hanya mengatur 

kepentingan pribadi saja. Seiring dengan perkembangan 

masyarakat, banyak bidang hukum perdata yang telah dipengaruhi 

oleh hukum publik, seperti hal dalam bidang hukum perkawinan, 

perburuhan, dan lainnya.  

 

2. Sistematika Hukum Perdata Dalam Teori 

Sistematika hukum perdata berdasarkan perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum saat ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, 

yaitu: 

a. Hukum Perorangan (Personenrecht) 

Hukum perorangan ialah segala ketentuan hukum yang di 

dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang serta 

kedudukannya dalam hukum (Sutantio, 1985).  

1) Manusia sebagai subjek hukum  

Manusia secara biologi yaitu makhluk hidup yang 

mempunyai akal dan pikiran bisa membedakan mana yang 

benar dan mana yang salah. Adapun ditinjau secara yuridis 
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hukum waris merupakan proses pengoperan harta atau benda 

dari seseorang kepada orang lain dalam satu garis keturunan 

yang sama (Soepomo: 1996. 72). 

 

Hukum Perdata Dalam Praktik 

Dalam hukum perdata dikenal istilah hukum acara perdata, yang 

mana berdasarkan praktiknya dalam perkara perdata dikenal istilah 

surat menyurat perkara perdata, seperti membuat surat gugatan, 

eksepsi dan jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian, dan yang 

terakhir kesimpulan atau konklusi.  

1. Proses Perkara Perdata 

Dalam melakukan proses berperkara secara perdata, surat gugatan 

atau surat permohonan pada umumnya dalam bentuk tulisan 

diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang secara tugas 

pokok dan fungsinya berkompeten untuk mengadili objek perkara 

tersebut. Surat gugatan tersebut kemudian didaftarkan di 

kepaniteraan pengadilan, setelah surat gugatan tersebut 

dinyatakan telah terdaftar maka penggugat tinggal menunggu 

surat pemberitahuan terkait jadwal hari persidangan yang akan 

digelar oleh majelis hakim pengadilan dengan pihak pengadilan 

menghadirkan pihak pertama sebagai penggugat dan pihak kedua 

sebagai tergugat. Apabila diperlukan ada pihak ketiga sebagai turut 

tergugat.  

 Pada proses sebelum persidangan yang pertama yang mana 

dihadiri oleh para pihak yang terlibat, sebelum membacakan surat 

gugatan Ketua Majelis Hakim menunjuk hakim mediasi untuk 

mendamaikan para pihak yang terlibat. Penting sekali, sebelum 

memeriksa pokok perkara upaya pertama yang harus dilakukan 

oleh pengadilan atau majelis hakim ialah upaya perdamaian atau 

mediasi, apabila tidak ada titik temu atau tidak bisa berdamai maka 

majelis hakim dengan terpaksa menetapkan mediasi gagal dan 

berlanjut ke pemeriksaan berkas perkara.  

 Pada saat sidang pertama, berita acaranya yaitu pemeriksaan 

pokok perkara yang mana dalam pemeriksaan pokok perkara 

tersebut sebagaimana surat gugatan yang sudah diajukan oleh 

penggugat dan disampaikan kepada tergugat. Dalam sidang 
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Konsep Dasar Hukum Pidana 

Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang mengatur tindakan 

yang dilarang oleh hukum dan menetapkan sanksi bagi mereka yang 

melanggar undang-undang tersebut. Di Indonesia, hukum pidana 

diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sisa-sisa 

masa penjajahan Belanda. KUHP berfungsi sebagai lex generalis, atau 

common law, yang memberikan dasar bagi semua peraturan pidana 

lainnya di Indonesia. Hukum pidana memainkan peran penting dalam 

menjaga ketertiban dan keamanan umum. Keberadaannya bertujuan 

untuk mengurangi terjadinya kejahatan dalam frekuensi dan tingkat 

keparahan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang 

merugikan, melanggar hak asasi, dan mengancam keamanan. Secara 

umum, hukum pidana mencakup aturan-aturan yang menentukan 

perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi 

apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya Pencegahan kejahatan 

dapat dilakukan melalui tindakan pidana (represif) dan pendekatan 

non-penal (preventif) (Sutiyoso, 2018). 

1. Sumber Hukum Pidana 

Sumber hukum pidana adalah dasar atau asal mula dari mana 

aturan-aturan hukum pidana berasal. Sumber-sumber ini dapat 

dibagi menjadi dua kategori utama: sumber hukum formal dan 

sumber hukum material. 

a. Sumber Hukum Formal 

Sumber hukum formal adalah sumber yang secara resmi diakui 

dan digunakan dalam sistem hukum. Di Indonesia, sumber 

hukum formal hukum pidana meliputi : 

1) Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) adalah sumber utama hukum pidana di Indonesia. 

KUHP mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi yang 

dikenakan (Simatupang, 2020); 

2) Peraturan Perundang-Undangan Lainnya: Selain KUHP, 

terdapat undang-undang khusus yang mengatur tindak 

pidana tertentu, seperti Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang 

Narkotika (Simatupang, 2020); 
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3) Yurisprudensi: Putusan-putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap juga menjadi sumber hukum 

formal. Yurisprudensi memberikan interpretasi dan 

penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana 

(Mubarok, 2020). 

 

b. Sumber Hukum Materiil 

Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan hukum pidana. Sumber-sumber 

ini meliputi: 

1) Kebiasaan dan Adat Istiadat: Di beberapa daerah, hukum 

adat masih diakui dan diterapkan untuk perbuatan-

perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana 

positif (Simatupang, 2020), 

2) Doktrin atau Pendapat Ahli: Pendapat para ahli hukum atau 

doktrin juga menjadi sumber hukum material yang penting. 

Doktrin memberikan pandangan teoritis dan analisis 

mendalam mengenai hukum pidana (Simatupang, 2020). 

3) Perjanjian Internasional: Indonesia juga terikat oleh 

perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yang dapat 

mempengaruhi hukum pidana nasional, seperti konvensi 

tentang kejahatan transnasional dan hak asasi manusia 

(Mubarok, 2020) 

 

2. Prinsip- Prinsip Dasar Hukum Pidana 

Prinsip-prinsip dasar hukum pidana merupakan fondasi penting 

dalam sistem hukum pidana yang memastikan keadilan dan 

kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini bersama-sama membentuk 

kerangka dasar yang memastikan bahwa hukum pidana diterapkan 

secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak individu sekaligus 

menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. 

a. Prinsip Legalitas   

Prinsip legalitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam 

hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan 

yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah diatur 

dalam undang-undang sebelumnya. Prinsip ini dikenal dengan 
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3) Pasal 265: Mengatur tentang penyebaran konten pornografi 

melalui media elektronik. Pelaku dapat dikenakan hukuman 

penjara hingga tujuh tahun atau denda hingga IDR 600 juta; 

4) Pasal 266: Mengatur tentang pencemaran nama baik melalui 

media elektronik. Hukuman yang dikenakan adalah penjara 

hingga empat tahun atau denda hingga IDR 300 juta; 

5) Pasal 267: Mengatur tentang ancaman dan intimidasi yang 

dilakukan melalui media elektronik. Pelaku dapat dikenakan 

hukuman penjara hingga lima tahun atau denda hingga IDR 

400 juta; 

6) Pasal 268: Mengatur tentang akses ilegal ke sistem komputer 

atau jaringan komputer. Hukuman yang dikenakan adalah 

penjara hingga enam tahun atau denda hingga IDR 500 juta; 

7) Pasal 269: Mengatur tentang intersepsi ilegal atau 

penyadapan tanpa izin. Pelaku dapat dikenakan hukuman 

penjara hingga lima tahun atau denda hingga IDR 400 juta 

8) Pasal 270: Mengatur tentang manipulasi data elektronik 

yang dapat merugikan pihak lain. Hukuman yang dikenakan 

adalah penjara hingga enam tahun atau denda hingga IDR 

500 juta (Suseno, 2025) 

 

 

 

 

***************** 
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Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah di Bumi 

Manusia diciptakan Allah Swt untuk menjadi khalifah fil ardh 

merupakan amanat yang mulia dengan berbagai tanggung jawab yang 

menyertainya, termasuk menjaga agar kehidupan manusia dapat 

berlangsung secara terus menerus. Untuk mewujudkan kehidupan 

yang sustainable terdapat amanat yang diemban manusia berupa 

perintah Allah Swt, agar kehidupan dapat memberikan manfaat 

sekaligus menjadi amal ibadah. Seharusnya setiap langkah kaki 

manusia merupakan wujud untuk menciptakan kehidupan yang 

harmonis.  

Manusia membutuhkan berbagai macam sarana untuk 

menyelenggarakan kelangsungan hidup, tanah merupakan kebutuhan 

mutlak bagi manusia. Tanpa tanah manusia sulit untuk 

melangsungkan kehidupannya. Begitu pula dukungan sumber daya 

alam yang Allah Swt ciptakan, semata-mata untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan hidup manusia. Tanah merupakan wadah untuk menanam 

dan tumbuh kembang berbagai jenis tanaman dan hewan yang akan 

memenuhi kebutuhan asupan makanan bergizi bagi manusia. Selain 

itu terdapat berbagai sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui seperti tanah dan berbagai jenis bahan tambang yang 

menjadi kebutuhan manusia. Hal itu merupakan tanda-tanda 

kekuasaan Allah Swt kepada setiap makhluk ciptaan-Nya yang 

dilengkapi dengan sarana untuk melangsungkan kehidupan. 

 

Hukum Agraria Kolonial 
Tanah merupakan karunia dari Tuhan pencipta langit dan bumi untuk 

kebutuhan manusia. Jika ditelusuri petunjuk dalam Al-Quran, tanah 

merupakan asal usul terbentuknya manusia, sehingga manusia setelah 

meninggal dunia akan kembali ke asalnya yakni tanah. Ketika wilayah 

Nusantara menghasilkan berbagai jenis hasil perkebunan yang  

melimpah berupa komoditas yang dapat diperdagangkan, bangsa lain 

mulai tertarik untuk melakukan ekspansi. Pada awalnya secara tidak 

langsung ia melakukan hubungan hukum dalam bentuk perdagangan 

hasil bumi, namun lama kelamaan bangsa lain tersebut melakukan 

upaya-upaya pendekatan agar tanah yang menghasilkan berbagai 

komoditi yang dibutuhkan, dikuasai dan dijadikan wilayah jajahan.  
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menguntungkan penggarap, sehingga disahkan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-

undang ini mengamanatkan agar setiap perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian dibuat tertulis untuk kemudahan pengawasan atas 

perjanjian bagi hasil yang merugikan penggarap. 

10. Peralihan lembaga yang bertugas di bidang agraria. Setelah 

kemerdekaan, urusan agraria tetap berada dalam lingkungan 

Departemen Dalam Negeri, yang berlangsung sampai tahun 1955. 

Jawatan Pendaftaran Tanah  (semula masuk lingkungan tugas 

Kementerian Kehakiman) dialihkan menjadi tugas Kementerian 

Agraria.  

Uraian tersebut menunjukkan berbagai upaya Pemerintah 

Republik Indonesia setelah memasuki era kemerdekaan 17 Agustus 

1945 sebelum disahkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).  

Cukup banyak undang-undang yang mengatur kebijakan bidang 

pertanahan. Hal itu menunjukkan betapa penting dan mendesaknya 

dilakukan unifikasi pengaturan  yang secara komprehensif mengatur 

masalah agraria.  

 

Politik Hukum Agraria Nasional 
Politik hukum agraria nasional dimaknai sebagai upaya 

mengimplementasikan berbagai kewenangan untuk mengatur 

peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan unsur-unsur 

agraria yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa (dalam batas-batas 

tertentu) yang dirumuskan dalam beleid atau kebijakan dalam bentuk 

norma-norma bidang hukum agraria. Sejarah politik hukum agraria 

nasional diawali setelah Indonesia merdeka. Saat kolonial menjajah 

Nusantara, kebijakan politik hukum agraria telah dilaksanakan 

dengan tujuan memuluskan keinginan penjajah yang bermaksud 

mencari keuntungan dari hasil bumi yang melimpah di wilayah 

jajahan. Sebaliknya kepentingan rakyat pribumi sengaja diabaikan 

untuk melemahkan kedudukan mereka dari aspek ekonomi, politik, 

dan hukum.   

Oleh sebab itu setelah kemerdekaan Indonesia, berbagai 

kebijakan di bidang hukum agraria dilakukan sesuai dengan 

kemampuan pemerintah, dan hal itu terurai dalam poin 1.3. di atas, 
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Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka RUUPA yang 

baru diajukan oleh Menteri Agraria Sadjarwo kepada kabinet.  

Pada sidang  tanggal 1 Agustus 1960, Kabinet Inti menyetujui 

RUUPA. Setelah itu dengan amanat Presiden tanggal 1 Agustus 

1960  Nomor 2584/HK/1960, rancangan UUPA diajukan kepada 

DPR-Gotong Royong. 

Selama tiga kali sidang pleno  pada tanggal 12, 13, dan 14 

September 1960 dilakukan pemeriksaan awal, dan dengan suara 

bulat (aklamasi) DPR-GR sepakat menerima RUUPA menjadi 

undang-undang. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960, 

RUUPA yang telah disetujui DPR-GR disahkan Presiden menjadi 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 103), dan sesuai Diktum Kelima dijelaskan 

bahwa undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok 

Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

Waktu yang cukup panjang sekitar 12 tahun sejak dibentuk 

Kepanitiaan Agraria dan beberapa kali dilakukan pergantian dan 

bahkan berpindah tempat, akhirnya arah politik agraria nasional 

semakin jelas. Sumber hukum utama UUPA adalah hukum adat 

yang sudah di-saneering (dibersihkan dari nilai-nilai kolonial dan 

feodal) sehingga tergantung harapan bahwa UUPA akan menjadi 

sarana yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai 

kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan amanat 

Pancasila dan konstitusi UUD 1945.  

 

Pengertian Agraria dan Hukum Agraria 
Agraria berasal dari bahasa latin ‘ager’ yang berarti tanah atau 

sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian. 

Makna tersebut hampir sama dengan pengertian agraria  yang 

dikemukakan oleh para ahli hukum, pengertian agraria hanya 

berkaitan dengan tanah. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan, 

agraria berarti (). urusan pertanian atau tanah pertanian; (2) urusan 

pemilikan tanah (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:17).  

Istilah agraria atau bahasa Inggris agrarian berkonotasi dengan 

tanah dan dikaitkan dengan kegiatan pertanian. Istilah agrarian laws  

dimaknai sebagai aturan-aturan hukum yang dimaksudkan untuk 
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melakukan distribusi  tanah yang luas  agar penguasaan dan pemilikan 

tanah merata kepada rakyat (Boedi Harsono, 1995:4). 

Pengertian ‘agraria’ dalam lingkup administrasi negara di 

Indonesia digunakan dalam arti tanah, termasuk tanah untuk kegiatan 

pertanian dan tanah untuk kegiatan lain yang bukan usaha pertanian. 

Agrarisch Recht (bahasa Belanda) atau Hukum Agraria dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yakni peraturan yang menjadi 

patokan untuk merealisasikan kebijakan agraria nasional. Hal itu 

berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.  Perubahan institusi 

yang mengurusi tanah bukan hanya terjadi pada masa orde lama dan 

orde baru. Hal itu adalah untuk menyesuaikan perkembangan 

kehidupan nasional dan global. Pembentukan Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) sesuai Kepres Nomor 26 Tahun 1988 adalah sebagian 

dari upaya untuk meningkatkan kompetensi dan layanan yang 

diberikan kepada rakyat pada umumnya. BPN merupakan lembaga 

yang ditugasi mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan 

yang langsung berkoordinasi dengan presiden. Istilah pertanahan 

dalam penamaan institusi BPN tetap menyelenggarakan lingkup tugas 

dan kewenangan Departemen dan Direktorat Jenderal Agraria. 

Beberapa pandangan ahli mengenai pengertian agraria dan 

hukum agraria diuraikan sebagai berikut: 

1. Menurut Fockema Andreae, istilah agraria berasal dari  kata ‘ager’ 

berarti tanah pertanian. Hukum agraria merupakan keseluruhan 

aturan hukum yang berkaitan dengan pertanian dan pemilikan atas 

tanah. 

2. Menurut Utrecht, hukum agraria merupakan bagian hukum tata 

usaha negara yaitu mengevaluasi hubungan hukum istimewa yang 

dibentuk yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan 

urusan agraria. 

3. Menurut Aksenyonok:, dalam bukunya ‘Fundamental of Soviet Law’ 

menjelaskan, hukum agraria bukan bagian dari hukum 

administrasi. Hukum agraria mempunyai tempat tersendiri 

sebagai cabang khusus dalam sistem hukum Uni Soviet. 

4. Menurut W.L.G. Lemaire, dalam bukunya ‘Het Recht In Indonesie’ 

(Hukum Indonesia) menjelaskan bahwa hukum agraria  memuat 

aspek hukum perdata, hukum administrasi negara, dan dibahas 

dalam hukum tersendiri. 
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kali, mereka mengecam Barat karena kurangnya perhatian terhadap 

kaum miskin di Selatan, kemunafikan dan kepalsuan, tetapi pola pikir 

para nasionalis Dunia Ketiga ini adalah pola pikir para ideolog 

modernisasi di Barat, disinilah letak akar degradasi masyarakat dan 

lingkungan kita. 

Degradasi lingkungan di sini dan hukum serta kebijakan yang 

seharusnya melindungi lingkungan harus dipahami dalam konteks 

realitas ini (Mohideen Abdul Kader dan Shahridan Faiez, 1997:465-

466). 
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Pendahuluan  

Adanya perkembangan teknologi dan inovasi serta pengaruh 

globalisasi berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian dunia 

terutama di Indonesia, hal ini tentu juga berpengaruh pada 

perkembangan bisnis sehingga mempercepat pertumbuhan transaksi 

dagang. Perkembangan transaksi bisnis ditandai adanya berbagai 

macam kegiatan usaha yang dinamis dan bersifat kompleks baik dari 

sisi kegiatan usaha atau produk yang dihasilkan. Kunci utama 

keberhasilan dalam melaksanakan bisnis dan sebagai modal untuk 

mempertahankan serta bisa terlibat dalam persaingan usaha yang 

semakin ketat pada pasar global, sebuah bisnis wajib selalu mengikuti 

perkembangan kebutuhan pasar dan selalu berusaha menciptakan 

inovasi serta meningkatkan kualitas kerja dan produk yang dihasilkan 

pelaku bisnis (Saryana et al., 2022). Pelaku bisnis harus bisa 

menyesuaikan dengan adanya pengaruh globalisasi. Pelaku usaha 

harus bisa bersaing dengan kinerja usaha dan produk yang dihasilkan. 

Dalam hal mempertahankan serta untuk meningkatkan persaingan 

usaha yang ketat di era globalisasi, perlu adanya penyesuaian dan 

peningkatan kualitas layanan dan pemasaran. Hal ini bisa dicontohkan 

dalam hal pemasaran produk kredit yang bisa mendukung 

pertumbuhan ekonomi pelaku usaha dan meningkatkan keuntungan 

perusahaan, memerlukan kerjasama dengan pihak pengawas internal 

dari perusahaan jasa keuangan untuk mengantisipasi adanya piutang 

yang tidak berjalan dengan baik atau tidak bisa ditagih. Dalam hal 

mencegah akibat dari peristiwa dan dalam hal untuk bereaksi proaktif 

serta menghasilkan sebuah inovasi, para pelaku bisnis pada zaman 

kontemporer memerlukan sebuah rencana aksi yang terpadu (Pahlefi 

et al., 2024). Para pelaku bisnis wajib untuk berinovatif untuk 

memanfaatkan kesempatan yang ada dalam peningkatan 

perkembangan perekonomian. Untuk mempertahankan kepercayaan 

dan memberikan kepuasan kepada konsumen, pelaku bisnis harus 

mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat.  

Tetapi, aturan hukum dagang yang saat ini eksis belum 

sepenuhnya cukup mengakomodir kebutuhan bagi pelaku usaha 

dagang di era globalisasi ini yang pastinya semakin kompleks dalam 

kaitan kebutuhan transaksi bisnisnya. Untuk mengantisipasi dan 
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dengan persaingan perdagangan internasional yang ada saat ini akibat 

pengaruh digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Perubahan ini tentunya 

memberikan pengaruh yang signifikan atas transaksi bisnis yaitu 

awalnya yang dilakukan masyarakat melalui perdagangan yang 

awalnya mempunyai sifat konvensional dengan penjual dan pembeli 

melakukan transaksi secara langsung atau tatap muka berubah 

menjadi transaksi dagang dalam pasar modern dengan penyesuaian 

teknologi elektronik dan informasi, yang mana para pihak tidak perlu 

berjumpa secara langsung tetapi bisa dilakukan secara online melalui 

transaksi elektronik atau disebut dengan e-commerce. Perniagaan 

yang berbasis elektronik dan masa depan perdagangan global akan 

memiliki potensi besar terkait dengan pangsa pasar internasional dan 

bisa berubah menjadi sebuah sektor yang penting dan bisa menjadi 

sumber pendapatan negara dalam peningkatan sektor perekonomian 

nasional(Marcelia, 2023). 

Pada era digital saat ini, tantangan baru yang telah ada tersebut 

seperti transaksi elektronik, persaingan bisnis yang semakin ketat dan 

kendala regulasi perlindungan data pribadi tersebut perlu disediakan 

kerangka hukum dagang dan hukum bisnis yang bisa menyesuaikan 

dengan kebutuhan internasional dalam kaitan apabila muncul sebuah 

sengketa bisnis dan aturan tersebut bisa digunakan untuk 

menyelesaikan sengketa internasional  sehingga diperlukan sebuah 

alternatif penyelesaian sengketa yang responsif, adaptif dan inovatif 

atas perubahan dan dinamika yang signifikan terjadi terkait dengan 

transaksi digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyesuaikan 

dengan perubahan yang terjadi menjadi sebuah kunci keberhasilan. 

Semua pihak seperti pemerintah, negara, pelaku bisnis, konsumen dan 

pihak lain yang terlibat pada hukum dagang atau bisnis nasional dan 

internasional dapat berperan  aktif untuk bisa memberikan kontribusi 

dalam menyusun kerangka regulasi perdagangan global atau 

transaksi bisnis internasional serta mempersiapkan beberapa sistem 

alternatif penyelesaian sengketa yang bisa diterima dan disesuaikan 

dengan kebutuhan dunia global untuk masyarakat nasional dan 

internasional pada  era digital saat ini. Regulasi yang ketat, responsif 

dan cermat yang disusun, serta adanya kolaborasi dan kerjasama 

antar negara di dunia dan usaha pembangunan berkelanjutan dapat 
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mengintegrasikan teknologi yang inovatif dengan standar hukum 

nasional yang ada tentunya harus sesuai dengan hukum dagang dan 

bisnis negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang 

dipedomani masyarakat Indonesia sampai saat ini. Untuk bisa 

tercapainya perdagangan nasional yang menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan transaksi bisnis internasional pada era digital yang adil 

dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya penggabungan dan 

keseimbangan mengenai pemanfaatan teknologi serta kerangka 

regulasi hukum yang kokoh dan tegas(Agustine et al., 2025). 
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Pengantar 
Lingkungan hidup berperan sangat krusial dalam kelangsungan hidup 

manusia. Sebagai makhluk yang bergantung pada alam dan juga 

makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari tempat 

tinggalnya serta hubungan antara sesama manusia baik secara 

perorangan maupun kelompok. Lingkungan hidup tidak hanya terdiri 

dari elemen fisik seperti tanah, air, dan udara, tetapi juga mencakup 

ekosistem yang kompleks serta interaksi antara berbagai makhluk 

hidup. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana 

lingkungan hidup berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, 

kesehatan, dan masa depan generasi mendatang. 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak dasar 

yang wajib dihormati dan dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat, 

termasuk pemerintah dan negara (Edrianto Bayu Setiawan, et.al, 

2023). Salah satu hak dasar itu adalah hak untuk mendapatkan 

jaminan atas lingkungan yang sehat serta bersih. Pengakuan atas hak 

ini terdapat dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Pengaturan tersebut 

menegaskan bahwa hak manusia atas lingkungan merupakan HAM 

masyarakat Indonesia. Bukan itu saja, diaturnya hak mengenai 

lingkungan dalam konstitusi Indonesia merupakan bukti adanya 

jaminan dan kepastian hukum seluruh kebijakan di bawah UUD 1945 

sesuai prinsip hukum lingkungan (Syarif and Wibisana, n.d.). 

Lingkungan, hukum, dan pembangunan merupakan tiga aspek 

yang saling berhubungan dan memengaruhi satu dan lainnya dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang sehat dan 

seimbang menjadi prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan. 

Di sisi lain, pembangunan yang berkelanjutan dapat memberikan 

manfaat sosial ekonomi serta menaikkan pemahaman akan 

pentingnya perlindungan lingkungan. Sementara itu, hukum berfungsi 

sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi antara manusia dan 

lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk terus memberikan 

pemahaman agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai peran 

serta dan urgensi mereka dalam menjaga lingkungan, memperkuat 

penegakan hukum, dan terlibat dalam setiap aspek pembangunan. 

Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pembangunan 

yang dilakukan saat ini tidak mengorbankan lingkungan dan generasi 

mendatang.  
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3. Siti Sundari Rangkuti 

Dalam hukum lingkungan, nilai-nilai (waarden-beoordelen), 

ditetapkan yaitu yang mencakup nilai-nilai yang  diterapkan  saat 

ini dan nilai-nilai yang dicita-citakan akan diimplementasikan di 

masa depan. Hukum ini disebut juga sebagai hukum yang mengatur 

tata Kelola lingkungan hidup. Hukum yang mengatur hubungan 

antara manusia dan makhluk hidup lainnya, yang melanggarnya 

dapat memiliki konsekuensi hukum. 

4. Munajat Danusaputro 

Hukum lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang 

mengkhususkan diri dalam kajian hukum dengan fokus pada 

kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perlunya 

perlindungan lingkungan. Kesadaran lingkungan diartikan sebagai 

tingkat kepedulian atau perhatian yang tinggi dari masyarakat 

terhadap isu-isu lingkungan, yang muncul sebagai respons 

terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam konteks 

lingkungan hidup. 

 

Penggolongan Hukum Lingkungan 

Para pakar hukum lingkungan membagi hukum lingkungan dalam 

beberapa pembidangan. Van Der Berg melakukan penggolongan 

hukum lingkungan ke dalam berbagai bidang, seperti hukum bencana, 

hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam atau 

konservasi, hukum tata ruang dan hukum perlindungan lingkungan. 

Sementara itu, Menurut Drupsteen, hukum lingkungan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu hukum kesehatan 

lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang. 

Sementara itu, Koesnadi Hardjasoemantri membagi hukum 

lingkungan ke dalam beberapa aspek, termasuk hukum tata 

lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan 

lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, dan hukum lingkungan 

internasional. Munajat Danusaputro membedakan hukum lingkungan 

menjadi dua jenis, yaitu hukum lingkungan klasik yang berfokus pada 

pemanfaatan lingkungan dan hukum lingkungan modern yang 

berorientasi pada pelestarian lingkungan. Sedangkan Takdir Rahmadi 

mengklasifikasikan hukum lingkungan nasional ke dalam beberapa 
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Gambar 11.1: Sustainable Development Goals sebagai Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan 

Sumber: diolah penulis 

 

 

Desain Hukum Pembangunan Berkelanjutan  

Payung hukum untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-

undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta dan diundangkan pada hari yang 

sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, . 

Pengundangan tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Dengan berlakunya undang-

undang ini, berdampak pada daya berlaku Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , yaitu dicabut 

dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 3 Oktober 2009. 

Menurut Pasal 2 UUPPLH, prinsip utama dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup meliputi kelestarian, keberlanjutan, 

dan keadilan. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan menekankan 
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banyak situasi, proyek pembangunan yang menguntungkan secara 

ekonomi dapat berpotensi merusak lingkungan dan mengancam 

keberlanjutan. Penelitian dari World Bank (2021) menunjukkan 

bahwa proyek infrastruktur besar sering kali mengabaikan dampak 

lingkungan, yang dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi 

masyarakat dan ekosistem. Salah satu solusi untuk mengatasi 

tantangan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan 

mengenai pentingnya hukum lingkungan. Masyarakat yang lebih 

paham akan hak-hak mereka dan dampak dari aktivitas pembangunan 

dapat berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum. Data 

dari UN Environment Programme (2020) menunjukkan bahwa 

program pendidikan lingkungan dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Akhirnya, tantangan dalam hukum lingkungan juga mencakup 

perlunya pembaruan regulasi agar sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan perubahan iklim. Hukum yang tidak relevan dapat 

menghambat inovasi serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan. 

Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan kajian dan reformasi 

terhadap hukum lingkungan agar tetap relevan dan efektif dalam 

mendukung pembangunan berkelanjutan. 
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Di Indonesia, Revolusi Industri 4.0 juga telah mulai 

mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, 

transportasi, hingga sektor jasa. Menurut Purboyo (2021), 

transformasi digital dalam Revolusi Industri 4.0 membuka peluang 

besar bagi pengembangan ekonomi digital yang lebih terhubung dan 

efisien. Namun, revolusi ini juga membawa tantangan baru, terutama 

dalam hal perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan 

ketenagakerjaan. Sebagai contoh, dengan semakin canggihnya 

otomatisasi dan kecerdasan buatan, banyak pekerjaan yang 

sebelumnya dilakukan oleh manusia mulai digantikan oleh mesin. 

 

Perkembangan Teknologi dan Implikasinya Terhadap 

Hukum 
Salah satu implikasi utama dari perkembangan teknologi adalah 

transformasi dalam konsep dan praktik hukum itu sendiri. Misalnya, 

dalam hal perlindungan data pribadi, teknologi memungkinkan 

pengumpulan dan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan cara 

yang sebelumnya tidak terbayangkan. Hal ini menuntut pembaruan 

peraturan-peraturan hukum terkait perlindungan data, seperti yang 

tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang 

baru saja disahkan di Indonesia pada 2022. Undang-undang ini 

bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat, yang sangat 

rentan disalahgunakan dalam dunia digital (Setiawan, 2022). 

Selain itu, teknologi juga memengaruhi aspek hukum lainnya, 

seperti hak kekayaan intelektual. Di era digital, karya-karya kreatif 

dapat dengan mudah disalin, didistribusikan, dan dipublikasikan di 

platform digital. Hal ini membuka peluang pelanggaran hak cipta dan 

hak kekayaan intelektual lainnya. Dalam konteks ini, hukum harus 

mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pencipta, 

sekaligus menjaga keseimbangan dengan akses publik terhadap karya 

tersebut. Pembaruan dalam hukum hak cipta di Indonesia menjadi 

penting untuk menanggapi tantangan baru ini, termasuk terkait 

dengan penggunaan teknologi digital untuk distribusi karya. 

Revolusi Industri 4.0 juga menciptakan tantangan bagi aspek 

hukum yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan perdagangan. 

E-commerce dan transaksi digital semakin berkembang, yang 
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mencolok adalah peraturan perlindungan data pribadi yang 

diterapkan di Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation 

(GDPR). Peraturan ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan global 

yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik 

hukum lintas negara dapat terjadi ketika ada pelanggaran terhadap 

regulasi ini oleh entitas yang beroperasi di luar wilayah Uni Eropa, 

yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum terkait yurisdiksi dan 

penerapan hukum.  

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia perlu 

memperkuat kerjasama internasional dalam bidang hukum digital. 

Melalui forum-forum internasional seperti United Nations (UN) atau 

World Trade Organization (WTO), Indonesia dapat ikut serta dalam 

merumuskan norma-norma internasional yang berlaku secara global.  

Dalam menghadapi tantangan hukum di era digital ini, diperlukan 

juga pendekatan multidisipliner yang melibatkan pihak-pihak terkait, 

baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. 

Pemerintah Indonesia, misalnya, perlu meningkatkan kapasitas 

hukum dan teknologi untuk mengatasi masalah yang timbul akibat 

digitalisasi, serta menciptakan regulasi yang tidak hanya sesuai 

dengan kebutuhan domestik, tetapi juga selaras dengan 

perkembangan global. 
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Hubungan Hukum dan Manusia 

Dalam memahami eksistensi manusia, kita tidak dapat terlepas dari 

tiga dimensi penting yang membentuk identitasnya: sebagai makhluk 

spiritual, makhluk sosial, dan makhluk individual (monopluralis) 

(Syahrin, dkk, 2020). Sebagai makhluk spiritual, manusia menyadari 

bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kesadaran tersebut 

melahirkan hubungan intrinsik antara manusia dengan Tuhan, yang 

memengaruhi pandangan hidup dan perilakunya. Dalam konteks ini, 

nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan moral yang mengarahkan 

tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan 

pandangan bahwa spiritualitas memiliki peranan penting dalam 

membentuk karakter dan etika seseorang, yang pada gilirannya 

berimplikasi pada interaksi sosialnya. 

Sementara manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup 

sendiri tanpa bantuan dan interaksi dengan manusia yang lainnya 

(zoon politicon) (Apeldoorn, 1994) Interaksi dengan manusia lain 

menciptakan struktur masyarakat yang kompleks, di mana hukum 

berfungsi sebagai alat pengatur yang berfungsi untuk mencegah 

konflik dan sekaligus menyelesaikan konflik jika sudah terlanjur 

terjadi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum itu lahir di 

tengah masyarakat, sebagaimana pernyataan Marcus Tullius Cicero 

seorang filsuf Romawi yang menyatakan ubi societes ibi ius (dimana 

ada masyarakat, di situ ada hukum) (Putro, 2024).  

Sebagai instrumen pengatur, hukum tidak hanya berfungsi untuk 

menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi juga untuk 

mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam negara-

negara Afrika dan Asia, materi hukum banyak dipengaruhi oleh aspek 

non hukum seperti agama dan adat istiadat. Hal ini berbeda dengan 

negara-negara di Eropa dan Amerika yang cenderung sekuler (Manski, 

2006).  

Indonesia menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup, cita 

hukum (rechtsidee), sekaligus norma dasar (grundnorm) bersumber 

dari jiwa bangsa (volksgeist), yang seharusnya menjadi bagian integral 

dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, hukum yang dibangun 

harus mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang memberikan 

jaminan perlindungan hak asasi manusia yakni melalui sila 

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang mengakui manusia 
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menjadi salah satu contoh bagaimana proses hukum di Pengadilan 

HAM dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk politik dan 

kepentingan sosial yang lebih luas. 

Beberapa kasus terkenal yang ditangani oleh Pengadilan HAM, 

seperti kasus Tragedi Semanggi dan pelanggaran HAM di Aceh, 

menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penegakan 

hukum, masih banyak kasus lain yang belum mendapatkan perhatian 

yang cukup. Kasus-kasus tersebut sering kali melibatkan pelanggaran 

serius yang berdampak pada banyak orang, dan keengganan untuk 

mengadili pelanggaran-pelanggaran ini dapat menciptakan 

ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Menurut R. Wiyono (2006), 

terkadang putusan pengadilan dianggap tidak memadai dalam 

memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, 

dukungan dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga 

sangat penting dalam memberikan advokasi dan tekanan untuk 

memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak dibiarkan tanpa 

penanganan yang memadai. 

Intinya, meskipun Pengadilan HAM di Indonesia telah dibentuk 

sebagai langkah positif dalam penegakan hak asasi manusia, namun 

faktanya masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk 

memastikan bahwa pengadilan HAM ini dapat berfungsi secara 

optimal. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang proses 

hukum, dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, dan evaluasi 

yang berkelanjutan terhadap kinerja pengadilan, diharapkan ke depan 

Pengadilan HAM dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi 

korban pelanggaran HAM dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem hukum di Indonesia. 
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Aspek Hukum: Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 

Tahun 1974) 
Perkawinan menjadi salah satu institusi fundamental dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki peranan penting 

dalam membentuk struktur sosial (Jahwa dkk., 2024). Undang-

Undang yang mengatur perkawinan menjelaskan dengan jelas bahwa 

perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita, di mana tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman 

mendalam mengenai esensi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. 

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) adalah peraturan 

hukum di Indonesia yang mengatur tentang syarat, proses, hingga 

akibat hukum dari perkawinan. Berikut adalah poin-poin utama dari 

UU tersebut: 

1. Tujuan Perkawinan 

Salah satu tujuan utama perkawinan, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang, adalah untuk menciptakan keluarga yang 

bahagia. Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat 

yang berfungsi sebagai tempat pembentukan nilai-nilai moral, 

etika, dan sosial. Dalam keluarga yang bahagia, setiap anggotanya 

dapat merasakan kasih sayang, dukungan emosional, dan 

pertumbuhan bersama. Hal ini menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak, serta 

membentuk generasi penerus yang berkualitas (Lisnawati, 2022). 

Tujuan perkawinan juga mencakup penciptaan ikatan yang 

kekal. Konsep kekekalan dalam pernikahan menggarisbawahi 

pentingnya komitmen dan tanggung jawab antara suami dan istri. 

Pernikahan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan 

mencintai akan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai 

tantangan. Ini merupakan fondasi yang diperlukan untuk menjaga 

keharmonisan rumah tangga dalam jangka waktu yang lama. 

Pentingnya aspek spiritual juga diakui dalam tujuan 

perkawinan. Sebagaimana dinyatakan dalam UU, perkawinan 

dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini 

menunjukkan bahwa dimensi spiritual menjadi bagian integral 

yang tidak terpisahkan dari hubungan suami istri. Keterhubungan 
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pasangan dapat menikmati segala hak dan kewajiban yang 

datang bersama status perkawinan. 

Prosedur perkawinan campuran di Indonesia dirancang 

untuk memastikan bahwa pernikahan antara individu dari latar 

belakang yang berbeda dapat berlangsung dengan sah dan legal. 

Dari memenuhi syarat perkawinan, pencatatan yang 

diperlukan, hingga pelaksanaan upacara, seluruh proses ini 

mencerminkan pentingnya keduanya saling menghormati 

tradisi masing-masing serta mematuhi ketentuan hukum yang 

berlaku. Dengan begitu, perkawinan campuran bukan hanya 

sekedar ikatan emosional, tetapi juga merupakan sebuah 

institusi yang berlandaskan pada hukum dan norma yang 

berlaku. 

 

Perkembangan Hukum: Prinsip dan Sumber hukum 

perkawinan di Indonesia 
Perkawinan di Indonesia merupakan institusi yang diatur oleh 

berbagai norma dan prinsip hukum. Landasan hukum perkawinan di 

Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan 

budaya dan nilai-nilai masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, 

terdapat beberapa prinsip dan sumber hukum yang mengatur 

perkawinan di Indonesia. 

Prinsip pertama yang mendasari hukum perkawinan di Indonesia 

adalah asas monogami, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, 

perkawinan di Indonesia diakui sebagai ikatan yang berlangsung 

antara satu laki-laki dan satu perempuan. Meskipun demikian, 

terdapat pengecualian bagi masyarakat tertentu yang menganut 

sistem poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia berupaya 

untuk mengakomodasi berbagai adat dan budaya yang ada di 

masyarakat. 

Sumber hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari beberapa 

bagian. Pertama, Undang-Undang Perkawinan menjadi sumber 

hukum primer yang mengatur segala hal terkait perkawinan, seperti 
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KHI, yang diterbitkan pada tahun 1991, memberikan pedoman 

yang lebih spesifik bagi umat Islam di Indonesia terkait perceraian. 

Dalam konteks KHI, perceraian diatur dengan lebih 

memperhatikan nilai-nilai agama. KHI mengatur prosedur dan 

syarat perceraian dengan mengedepankan prinsip musyawarah 

dan mufakat. Terdapat aturan yang mengharuskan adanya 

perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan, dan pengadilan 

akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti status anak, 

nafkah, dan dampak psikologis terhadap keluarga. 

Dengan dua regulasi ini, Indonesia berusaha mengatasi 

masalah perceraian dengan pendekatan yang integratif, 

menggabungkan aspek hukum positif dan nilai-nilai agama. Selain 

itu, upaya penyelesaian konflik secara damai menjadi hal yang 

diutamakan, yang diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif 

dari perceraian bagi individu dan masyarakat.  

Perceraian di Indonesia diatur secara jelas oleh UU No. 1 tahun 

1974 dan KHI, yang memberikan panduan hukum bagi pasangan 

yang menghadapi ketidakcocokan dalam pernikahan. Pendekatan 

yang diambil oleh kedua regulasi ini bertujuan untuk melindungi 

hak-hak individu dan menjaga keharmonisan keluarga, sambil 

tetap menghormati norma-norma agama. 

 

Isu Kontemporer Hukum Perkawinan 
1. Pengakuan Hak-Hak Perempuan 

Hukum perkawinan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan 

dan isu kontemporer, salah satunya adalah pengakuan hak-hak 

perempuan dan peningkatan kesetaraan gender dalam konteks 

perkawinan. Dalam masyarakat yang kini semakin terbuka 

terhadap nilai-nilai kesetaraan, penting untuk mengevaluasi 

bagaimana hukum perkawinan beradaptasi dengan perubahan 

sosial yang terjadi (Audina, 2022). 

Sejarah panjang hukum perkawinan di Indonesia 

menunjukkan ketidakadilan gender yang terstruktur, di mana 

perempuan sering kali dianaktirikan. Dalam banyak kasus, 

perempuan tidak memiliki hak yang setara dalam hal pengambilan 
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Hukum Pidana Adat telah ada Sejak Zaman Kerajaan-

kerajaan di Indonesia 

Hukum adat di Indonesia memiliki akar yang dalam, dengan 

perjalanan yang dapat ditelusuri hingga zaman kuno. Meskipun tidak 

ada catatan tertulis yang mendukung eksistensi hukum adat pada 

masa pra-Hindu, diperkirakan bahwa sistem hukum ini sudah mulai 

terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat tradisional. Hukum adat 

mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal yang diturunkan dari 

generasi ke generasi, menegaskan pentingnya norma dan adat istiadat 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 

Seiring dengan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke 

Nusantara, sekitar abad ke-1 Masehi, struktur sosial dan hukum di 

masyarakat mulai mengalami transformasi. Raja-raja yang 

memerintah menjadi penguasa dalam menerapkan hukum, di mana 

peraturan sering kali selaras dengan ajaran Hindu-Buddha. Pada masa 

Kerajaan Majapahit, misalnya, hukum agama Hindu-Buddha menjadi 

fondasi hukum yang berlaku. Raja tidak hanya sebagai pemimpin 

politik, tetapi juga sebagai sosok yang memegang legitimasi moral dan 

spiritual, menjadikan hukum tidak hanya sebuah alat pengatur sosial 

namun juga alat untuk mempertahankan kekuasaan. 

Dengan kedatangan Islam pada abad ke-13 M, hukum adat di 

Indonesia kembali mengalami perubahan signifikan. Penyebaran 

Islam membawa sistem hukum yang berbeda, yang dikenal sebagai 

hukum Islam. Hukum adat yang telah ada sebelumnya bertemu 

dengan norma-norma Islam, menghasilkan sebuah sinergi yang 

membentuk hukum adat yang baru dan kaya. Masyarakat mulai 

mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, namun tetap 

mempertahankan unsur-unsur hukum adat yang telah menjadi bagian 

integral dari kehidupan mereka. Proses akulturasi ini terlihat jelas 

dalam berbagai aspek kehidupan, dari pernikahan hingga warisan, di 

mana elemen hukum adat dan hukum Islam sering kali saling 

melengkapi (Pernamasari dkk., 2024). 

Abad ke-17 menandai dimulainya masa penjajahan di Indonesia, 

ketika bangsa Eropa mulai memasuki kepulauan nusantara untuk 

mengeksplorasi sumber daya alam yang melimpah. Pada awal masa 
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penjajahan, keberadaan hukum adat tidak mendapatkan perhatian 

khusus dari para penjajah, selama hukum tersebut tidak bertentangan 

dengan kepentingan kolonial. Penjajah Belanda cenderung 

menganggap hukum adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat 

yang tidak perlu diintervensi, asalkan tidak mengganggu dominasi 

mereka (Kusmawati dkk., 2023). 

Seiring berjalannya waktu, situasi tersebut mulai berubah. Abad 

ke-19 menjadi babak baru dalam perkembangan hukum adat di 

Indonesia. Pada masa ini, banyak ahli hukum berkebangsaan Belanda 

mulai mendalami dan mempelajari sistem hukum yang berlaku dalam 

masyarakat pribumi. Salah satu tokoh penting dalam penelitian ini 

adalah Snouck Hurgronje, seorang cendekiawan yang menghabiskan 

waktu di tanah Jawa. Ia berusaha memahami dan mengkaji hukum 

adat secara mendalam serta memberikan catatan yang komprehensif 

mengenai sistem hukum ini (Ridwan dkk., 2017). 

Pengakuan terhadap hukum adat oleh pemerintah kolonial 

Belanda mencerminkan adanya kesadaran bahwa masyarakat 

pribumi memiliki norma yang mengatur tata kehidupan mereka. Hal 

ini menjadi penting, karena menunjukkan bahwa sistem hukum adat 

tidak hanya sekedar tradisi, tetapi juga memiliki legitimasi dan 

struktur yang kompleks. Dengan pengakuan ini, pemerintah Belanda 

mulai menerapkan hukum adat dalam konteks kolonial, di mana 

hukum tersebut disesuaikan untuk kepentingan administrasi dan 

kontrol terhadap masyarakat. 

Dalam praktiknya, meskipun hukum adat diakui, penerapannya 

sering kali terdistorsi oleh kepentingan kolonial. Hukum adat sering 

kali dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan 

kontrol terhadap masyarakat lokal. Di satu sisi, ada pengakuan 

terhadap eksistensi hukum adat; di sisi lain, hukum tersebut 

terhambat dalam perkembangannya, karena masih terikat oleh 

kepentingan dan intervensi dari pemerintah kolonial. 

Pada pertengahan abad ke-19, perubahan signifikan terjadi 

dalam sistem hukum di Indonesia, yang turut memengaruhi peran dan 

fungsi hukum adat. Hukum adat, yang telah menjadi bagian integral 

dari kehidupan sosial dan kultural masyarakat pribumi, mulai 

terpinggirkan dan mengalami eliminasi besar-besaran. Perubahan ini 
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pemerintah kolonial berusaha untuk mengontrol masyarakat yang 

terdiri dari berbagai suku dengan cara yang seragam, meskipun tanpa 

mempertimbangkan latar belakang kultural yang kaya yang ada di 

Nusantara. 

 

Setelah Kemerdekaan: Hukum Pidana Adat Masih Berlaku 

di Beberapa Daerah 

Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945), memberikan landasan hukum yang kuat bagi 

pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat dan masyarakat 

adat. Dua pasal penting yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah 

Pasal 18B dan Pasal 28I ayat (3). Kedua pasal tersebut mencerminkan 

komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak 

masyarakat adat, yang merupakan bagian integral dari keragaman 

budaya Indonesia. 

Pasal 18B UUD 1945 menegaskan pentingnya pengakuan dan 

penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak masyarakat adat yang 

masih hidup dalam konteks perkembangan masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya diakui secara formal, 

tetapi juga diharapkan dapat beradaptasi dengan dinamika 

masyarakat yang terus berubah. Dengan kata lain, konstitusi 

mengakui eksistensi masyarakat adat sebagai bagian penting dalam 

sistem pemerintahan yang demokratis, tanpa mengabaikan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin ini sangat krusial, karena 

menegaskan bahwa keberagaman dan kesatuan dapat berjalan 

beriringan dalam bingkai pemerintahan Indonesia. 

Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan 

terhadap penghormatan identitas budaya dan hak masyarakat adat. Di 

dalamnya tersimpan prinsip bahwa budaya tidak hanya sekadar 

warisan, tetapi juga harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Identitas 

budaya ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, 

mulai dari sistem nilai, tradisi, hingga praktik pemerintahan lokal 

yang sering kali disesuaikan dengan norma-norma adat. Dengan 

demikian, konstitusi menjadikan budaya sebagai salah satu pilar 
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Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku 

atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

adalah hukum adat, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk 

hukum pidana adat yang terkait dengan agraria, memiliki 

pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Menurut Boedi 

Harsono dalam "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan 

Undang-Undang Pokok Agraria", pengakuan hukum adat dalam 

UUPA bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat 

terhadap tanah ulayat mereka, sekaligus memberikan ruang bagi 

penyelesaian konflik agraria secara lokal. 

Hukum pidana adat sering digunakan untuk mengatasi 

pelanggaran agraria, seperti penggarapan lahan tanpa izin, dengan 

sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan ini tidak hanya 

mencerminkan keberagaman hukum di Indonesia tetapi juga 

memberikan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat setempat. Dengan demikian, UUPA tidak hanya 

berfungsi sebagai dasar hukum agraria nasional tetapi juga sebagai 

penguat keberadaan hukum adat dalam menjaga harmoni 

masyarakat. 

 

Prinsip dan Tujuan 

1. Mengatur Tata Kelakuan Masyarakat 

Prinsip dan tujuan utama hukum pidana adat adalah mengatur tata 

kelakuan masyarakat agar tercipta harmoni sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. Hukum pidana adat berfungsi sebagai 

pedoman untuk membedakan perilaku yang diterima dan tidak 

diterima oleh komunitas adat. Dalam masyarakat tradisional, 

norma-norma ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan 

berbasis pada nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi, seperti 

musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama. 

Dengan mengatur tata kelakuan masyarakat, hukum pidana adat 

tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memperkuat 

solidaritas sosial. Misalnya, pelanggaran terhadap norma adat 

seperti pencurian atau perbuatan tidak sopan sering kali 

diselesaikan melalui mekanisme adat dengan tujuan untuk 
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memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum pidana adat lebih menitikberatkan 

pada restorasi dan rekonsiliasi daripada hukuman yang bersifat 

retributif, menjadikannya sistem hukum yang berorientasi pada 

keadilan substantif (Angraeni dkk., 2025). 

 

2. Menjaga Keharmonisan dan Keselarasan Sosial. 

Hukum pidana adat adalah menjaga keharmonisan dan 

keselarasan sosial dalam masyarakat. Hukum pidana adat 

berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan 

mencegah konflik dan memulihkan keseimbangan apabila terjadi 

pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Dalam tradisi 

masyarakat adat, setiap pelanggaran tidak hanya dipandang 

sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap 

harmoni komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran 

adat dilakukan melalui pendekatan restoratif, seperti musyawarah, 

denda adat, atau ritual tertentu, yang bertujuan untuk 

memperbaiki hubungan antarindividu dan memastikan 

perdamaian kolektif. Dengan cara ini, hukum pidana adat bukan 

hanya alat penegakan hukum, tetapi juga instrumen untuk 

melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling 

menghormati di dalam masyarakat (Flora, 2018). 

 

3. Menghukum Pelanggaran Adat 

Hukum pidana adat adalah menghukum pelanggaran adat sebagai 

bentuk penegakan norma yang berlaku di masyarakat. Hukuman 

dalam konteks hukum adat bertujuan untuk memberikan efek jera 

kepada pelaku serta memulihkan keseimbangan sosial yang 

terganggu akibat pelanggaran. Berbeda dengan hukum pidana 

nasional yang cenderung bersifat retributif, hukuman dalam 

hukum adat lebih menekankan pada aspek restoratif dan simbolis, 

seperti pembayaran denda adat, kerja untuk kepentingan 

komunitas, atau pelaksanaan ritual tertentu. Hukuman ini tidak 

hanya ditujukan kepada individu pelaku, tetapi juga melibatkan 

komunitas untuk memastikan keberlanjutan harmoni sosial. Dalam 

masyarakat adat, menghukum pelanggaran adat juga 
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pihak yang berselisih untuk menemukan titik temu. Proses 

rekonsiliasi juga penting sebagai langkah pemulihan hubungan 

antarindividu atau kelompok yang terganggu akibat konfrontasi. 

Dengan upaya bersama, masyarakat dapat membangun kembali 

kepercayaan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. 

Menjaga keharmonisan sosial adalah tanggung jawab bersama 

seluruh anggota masyarakat. Toleransi, saling menghormati, 

komunikasi yang baik, serta upaya mediasi dan rekonsiliasi 

merupakan pilar-pilar yang mendukung terciptanya lingkungan 

yang damai. Dengan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai ini, 

masyarakat tidak hanya mampu mengatasi perbedaan, tetapi juga 

memperkokoh fondasi bagi masa depan yang lebih harmonis. 

 

4. Menghormati Tradisi dan Adat Istiadat 

Tradisi dan adat istiadat merupakan cerminan dari identitas suatu 

masyarakat, mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. Menghormati tradisi sama 

dengan menghargai warisan yang telah dibangun oleh pendahulu, 

yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol kultural tetapi juga 

sebagai jembatan dalam memperkuat solidaritas sosial.  

Ketika masyarakat menghormati dan melestarikan tradisi, 

mereka tidak hanya mempertahankan jejak sejarah tetapi juga 

menciptakan rasa kebersamaan di antara anggotanya. Tradisi 

memberikan kerangka sosial yang membantu individu merasa 

terhubung dan memiliki peran dalam komunitas. Dalam konteks 

yang lebih luas, penghormatan terhadap tradisi dapat memberikan 

pondasi yang kuat bagi interaksi antarbudaya di kancah global. Hal 

ini mendorong pemahaman dan toleransi, yang semakin penting 

dalam dunia yang multikultural. 

Tradisi yang terjaga dapat menjadi pengarah moral dan etika 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan nilai-nilai yang 

terkandung dalam adat, individu dan masyarakat dapat merujuk 

pada prinsip-prinsip yang telah teruji oleh waktu. Ini membantu 

dalam membangun karakter dan memperkuat ikatan antara 

anggota masyarakat. 

Menghormati tradisi dan adat istiadat bukan hanya soal 

menjaga apa yang lama, tetapi juga tentang melangkah ke masa 
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depan dengan landasan yang kokoh. Dalam dunia yang terus 

berubah, tradisi tetap berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai 

fundamental yang membentuk identitas kita, mendorong 

solidaritas, dan mengarahkan moralitas, baik di lingkup lokal 

maupun global. Dengan demikian, melestarikan tradisi adalah 

tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat. 
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